BAB Il
PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

DI INDONESIA

A. Hak Asasi Manusia Awal Kemerdekaan

Soepomo adalah salah satu perintis hukum modernisasi
Indonesia yang sangat gigih dengan pandangan bahwa
individu  tidak  berarti, kecuali dia hidup dalam
masyarakatnya.’

Bertolak dari pandangan tersebut Soepomo sebagai ketua
panitia kecil penyusun Undang-Undang Dasar 1945,
menyusun rumusan yang kurang memuat hak-hak asasi dalam
pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut, walaupun dalam
pembukaan syarat dengan nilai-nilai yang berhubungan
dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan melihat pada
situsai yang berkembang saat itu, di mana Indonesia baru
lepas dari tangan kolonial penjajah, maka ternyata penyusun

Undang-Undng Dasar dan para pendiri Republik Indonesia ini

! Abul A’la Al Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Bandung:
Penerbit Pustaka, 1985). h, 97.
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tidak terlalu mengutamakan, apa lagi mengagungkan Hak
Asasi Manusia (HAM).? Berhubung nilai-nilai yang terdapat
dalam kolonialisme sebagai syarat dengan pandangan-
pandangan yang bersifat individualisme, liberalisme,
kolonialisme dan imprealisme, maka para founding fatheres
tidak terlalu menyukainya. Oleh sebab itu, para penyusun
Undang-Undang Dasar tersebut menghendaki bahwa mereka
menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan asas yang
terdapat di Indonesia yaitu asas ‘“kekeluargaan”, satu asas
yang sama sekali Dbertolak belakang dengan paham
individualisme dan liberalisme.

Soekarno sebagai tokoh sentral pada masa itu
menyampaikan pendanganya yang anti individualisme,
liberalisme, kolonialisme dan imprealisme. Menurut Soekarno
tidak ada gunanya “rights of citizen” yang dituangkan dalam
grondwet  jika “tidak dapat mengisi perut yang mati

kelaparan” pandangan Soekarno ini merupakan pandangan

2 Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, dkk., HAM dan Pluralisme

Agama, (Surabaya: Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997). h,

136.

® Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, Ibid. h, 146.
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yang menghalangi maksudnya konsep hak asasi manusia.
Secara utuh dalam konstitusi Indonesia sejak awal mulanya
terhadap pandangan Soekaro itu, Soepomo menanggapinya
sebagai berikut: “tidak dengan panjang lebar sudah di
terangkan oleh anggota Soekarno bahwa dalam pembukaan
itu kita telah menolak aliran perseorangan. Kita menerima
akan menganjurkan aliran kekeluargaan. Oleh karena itu,
Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada
mengandung sistem kekeluargaan tidak bisa kita memasukan
dalam UUD. Beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut
alliran-aliran yang bertentangan. Misalnya dalam Undang-
Undang Dasar kita tidak bisa memasukan Pasal-pasal yang
tidak berdasarkan aliran kekeluargaan meskipun sebetulnya
kita ingin sekali memasukan dikemudian hari mungkin
umpamanya negara bertindak sewenang-wenang akan tetapi
jikalau kita masukan sebetulnya pada hakekatnya Undang-
undang Dasar itu berdasarkan sifat dan atas sifat
perseorangan dengan demikian sistem undang-undang dasar

bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai
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konstruksi hukum tidak baik jikalau ada kejadian bahwa
pemerintah bertindak sewenang-wenang ”.*

Sementara Mohamad Hatta memberikan pandangan yang
lebih jernih sebagai berikut: “Sebab ini ada baiknya dalam
satu pasal misalnya pasal yang mengenai warga Negara
disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan
kepadanya misalnya tiap-tiap warga Negara jangan takut
mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan disini adalah
hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan yang
lainnya. Formulasinya atau redaksinya boleh kita serahkan
kepada panitia kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk
menjaga supaya Negara kita tidak menjadi Negara kekuasaan
sebab kita mendasarkan Negara kita atas kedaulatan
rakyat”.5

Mohamad Yamin sendiri kemudian mendukung pendapat
Mohamad Hatta tersebut. Bahkan ada juga yang berpendpat
bahwa kurangnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam
Undang-undang Dasar kita adalah karena Undang-Undang
Dasar 1945 dibuat sebelum adanya dokumen-dokumen
Internasional yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia.
Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Mohamad Kusnadi dan

Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa:

* Dr. Tommy Sihotang S.H, L.L.M, “Ketika Komandan Di Dakwa

Melanggar Hak Asasi Manusia, (Percetakan Negara RI: Jakarta: 2009), h. 39.

® Dr. Tommy Sihotang., Ibid. h, 65.
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“Kelirulah orang-orang yang berpendapat bahwa
Undang-Undang Dasar 1945 disusun lebih dahulu dari
Universal Declaration Of Human Rights, maka kurang
memuat Hak Asasi Manusia karena pada waktu itu telah
ada Declaration Of Independence dan Declaration des
Droits de | home et du Citoyen yang dapat dijadikan

bahan barometer bagi penyusunan pasal-pasal tentang

hak asasi manusia yang lengkap »8

B. Hak Asasi Manusia Era Orde Lama

Orde lama dalam hal ini di maksudkan sebagai sistem
pemerintahan di bawah kepemimipinan Presiden Soekarno
sejak tahun 1945-1967. Dalam periode itu telah terjadi kasus-
kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia, dan
adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi
kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya
menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia
bertumpu pada kombinasi kekuatan ldiologi Nasionalisme,
Islamisme dan Komunisme, yang kemudian
mengkeristalkanya dalam doktrin Nasakom yang meresapi

hampir seluruh kebijakan pemerintahan setelah Soekarno

® Frans Soyogi. “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan
Beragama Perspektif Isla Dan Hak Asasi Manusia” (Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta).
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menjadi Presiden ditinjau dari konteks sejarah, obsesi
presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom ini dapat
dipahami dalam kerangka perang dingin antara blok Barat
yang kapitalis dan blok Timur yang komunis, yang
berlangsung antara Tahun 1949-1989."

Pada periode ini dunia terkagum-kagum oleh keperkasaan
negara —negara komunis, bukan hanya Uni Soviet sebagai
salah satu perang Dunia ke-Il, tetapi juga Republik Rakyat
Cina, Cuba, Korea Utara dan juga Vietnam. Dalam suasana
itulah Soekarno melindungi dan memberi kesempatan luas
bagi jajaran partai Komunis di Indonesia.?

Pendiriannya dalam hal ini yang sedemikian kuatnya,
sehingga amat sukar bagi Soekarno untuk menerima
kenyataan bahwa terdapat banyak indikasi yang menunjukan
bahwa partai yang dipuji-pujinya itu di duga keras berada
dibalik rangkaian kekerasan massa antara tahun 1959-1965
dan juga merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI

angkatan darat pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

’ Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, Op.Cit. h, 187.
8 Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, Ibid. h, 196.
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Berbagai pidato yang diucapkan Soekarno setelah peristiwa
tragis tersebut malah dirasakan bagaikan menantang MPR-S,
yang berdasar Undang-undang Dasar 1945 merupakan
pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Tidak
dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan
konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan
dicabutnya kekauasaan pemerintan Negara dari Presiden
Soekarno.’

Selain itu, MPR-S juga memerintahkan kepada Letjen.
TNI Soeharto untuk melakukan proses hukum terhadap Ir
Soekarno dengan berbagai Pertimbangan proses hukuman itu
dilaksanakan antara lain mengingat posisi sejarah Soekarno
sebagai seorang proklamator kemerdekaan Republik
Indonesia, sehingga sampai saat ini seberapa jauh keterlibatan
Soeharto dalam pristiwa teragis 1965-1968 tersebut, baik by

Commission maupun by Omission.*

® Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, Ibid. h, 220..
Dr. Tommy sihotang S.H, L.L.M, “Ketika Komandan di dakwa
melanggar Hak Asasi Manusia, (Percetakan Negara RI: jakarta: 2009), h. 42
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C.

Hak Asasi Manusia Era Orde Baru

Kasus yang sama juga dialami oleh persiden kedua, Letjen
TNI Soeharto. Jika paradigma kenegaraan Soekarno berpusat
pada konsep Nasakom, maka paradigma Soeharto berkisar
pada konsep rencana pembangunan nasional lima tahunan.
Nampaknya, konsep ini bertumpu pada wawasan
developmentalisme yang memang berkembang di kalangan
para pemikir ekonomi dan dasawarsa 1960-an dan 1970-an.*!

Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru
sebenernya bersifat paradoxs dan ambigu. Dalam tataran
konseptual tampaknya pemrintah presiden  Soeharto
menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan
tetapi bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya system
pemerintahan Orde Baru bersifat totaliter yang bertentangan
dengan nilai-nilai universal demokrasi. Sistem politik yang
kuat dan bersifat militerstik telah mampu menopang
pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari

30 tahun.

“Dr. Tommy Sihotang S.H, L.L.M, “Ketika Komandan Di Dakwa

Melanggar Hak Asasi Manusia, (Percetakan Negara RI: Jakarta: 2009), h. 44.
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Realitas bahwa Orde Baru mewarisi suasana kehidupan
demokrasi ekonomi, social, budaya, politik, pertahanan dan
keamanan yang porak poranda, telah menyebabkan
penyelamatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara menjadi bersifat imperatif, kestabilan politik
menjadi satu keharusan untuk menata kembali kehidupan
bersama berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 secara terencana dan bertahap.*?

Pada tahap awal pembangunan Orde Baru banyak yang
menilai sebagai era baru kebebasan politik. Pada awal orde
baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara Negara dengan
masyarakat. Namun perkembanggan ini tidak berlangsung
lama. Sistem politik Orde Baru secara perlahan mulai
berubah, sejak Golkar, partai politik yang dimotori
pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada
tahun 1971, perilaku politik pemerintah mulai menunjukan

regulasi politik yang ketat.

2H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, “Kebangsaan, Demokrasi
Dan Hak Asasi Manusia”, ( Universitas Tri Sakti: Jakarta: Juni 2008), .h. 114.
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Kemenangan golkar yang didukung oleh militer
memberikan wewenang yang kuat kepada pemerintah untuk
melakukan beberapa langkah politik seperti birokratisasi,
depolitisasi, dan institusionalisasi. Akibat kebijakan ini peran
pemerintah semakin kuat dan otonom, sedangkan masyarakat
semakin terabaikan dari kekuasaan dan formulasi kebijakan.

Ketidak puasan di kalangan masyarakat mulai muncul,
terutama melihat proses pembangunan ekonomi Yyang
kapitalis dengan masuknya modal asing khususnya jepang di
Indonesia. Sejak itu perkembngan politik mengalami reprensi,
dan baru mulai menunjukan perkembangan yang membaik
pada tahun 1980-an.

Melalui pengelolahan system politik yang hegemonik,
secara sistematis pemerintah Orde Baru berhasil memegang
peranan penting dalam proses akumulasi modal serta penataan
politik melalui dominasi peran militer, birokrat dan teknokrat
sebagai pilar penyangga kekuasaan. Pemerintah Orde Baru
secara perlahan juga berhasil mendorong proses transformasi

kultural dan idiologis sehingga dapat meredam gejolak
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gejolak konflik primordial, penyatuan idiologi dalam
masyrakat, institusionalisasi politik sehingga semakin
memperkuat kekuasaan rezim Orde Baru.*®

Pada rezim ini Kita dapat menganalisis pola implementasi
Hak Asasi Manusia (HAM). dalam era Orde Baru banyak
persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat,
dari setiap individual baik para tokoh politik atau aktivis yang
muncul pada era itu. Pandangan yang muncul ini beragam
mulai dari adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan
yang muncul dan di anggap bertolak belakang dengan paham
pemerintahan pada saat itu maka gerakan tersebut dianggap
makar dan bertentangan. Pada rezim orde baru ini hukum
dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan,
ekses dari kebijakan tersebut timbulnya sikap skeptis dari
masyarakat . keadilan sangat sulit ditemukan. kondisi menjadi
bertolak benakang dengan cita-cita Negara hukum, yaitu cita

keadilan, cita ketertiban, dan cita kepastian,** namun setiap

H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, Ibid, h. 115.
Y“Muladi., Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasisinya,
(Rafika Aditama: Bandung: 2005.), h. 39.
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kepemimpinan dalam sebuah negara tentunya memiliki gaya
dan karakteristik khas dari setiap kepemimpinanya terutama
dalam menunjukan jatidiri seorang pemimpin yang berkuasa
pada saat itu.

Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu di dalam hukum
dikenal sebuah pepatah “sumum ius suma iuria” artinya adil
tidaknya sesuatu akan tergantung dari pihak yang
merasakanya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum

tentu dirasakan demikian oleh orang lain.™

Hak Asasi Manusia Era Reformasi

Arus reformsi yang bergulir di indonesia pada tahun 1998
yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah
berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka
koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia.®

Kondisi semacam ini berpotensi dengan adanya era

globalisasi yang melanda ke berbagai Negara di dunia salah

> Muladi. Hak Asasi Manusia., Ibid. h, 65.
® Dr. Tommy Sihotang, “Ketika Komandan di Dakwa Melanggar

Hak Asasi Manusia., h, 76.
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satu ciri terjadinya globalisasi ini dapat dilihat dalam kondisi
hubungan antar negara yang disebut sebagai borderless world
atau dunia tanpa batas. Era globalisasi membawa konsekuensi
adanya penghilangan sekat/batas antar Negara, bahkan
dengan menggunakan teknologi canggih seperti penggunaan
satelit palapa sebagai sarana pecakapan penting yang terkait
dengan situasi politik dan keamanan Indonesia. Dengan kata
lain, segala prilaku pemerintah maupun rakyat Indonesia
dapat di pantau oleh Negara lain, termasuk penegakan hukum
dan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebagaimana telah disinggung diawal arus reformasi yang
terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi
terbentuknya koridor pembaharuan hukum dan penegakan
HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan civil society atau
masyarakat madani, penggunaan istilah masyarakat madani
dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki
makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan

martabat manusia, selain itu, sivil society sangat penting
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dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan
HAM di Indonesia."’

Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha
menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai
rambu-rambu. Seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Ratifikasi Terhadap instrumen Internasional
tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan
HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus
pelanggaran HAM berat dimasa lalu, serta pemberantasan

praktik KKN.*®

" Munawir Sjadzali, Nurkholis Madjid, HAM dan Pluralisme Agama,

Op.Cit.. h, 178..

'8 Muladi., Hak Asasi Manusia, Op.Cit. h. 51.



